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Urgensi Informasi UntukMenekan

Oleh : Sri Wariiyati®
Suvantah

ABSTRACT

Regional autonomy policy governed by the laws of local governments : No. 32
tahun 2004. This policyfallowed the release of UU No. 33 tahun 2004 about
theFinancial balance between central and local. regional autonomy policy
hasdemanded reforms in the administration of the government to give space in a
regionthat allows the octive participation of society in the process of government
policy anddevelopment.

Direction of the regional administration should be understood as a change
ofdirection while maintaining continuity of improvement that has been therefor
thosewho lead o government system of governance in the region that must refer to
andlmbuedwith the spirit oflocal government law.

Policy of r nal autonomy must be balanced premises in distributing
thedelegation of financial
betterpublic so that the conflict of authority between central and
localgovernments can be minimized.

Keywords : Autonomy, local autonomy, decentralization,fiscal decentralization.
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tersebut.

yangdilimpahkan

otonomadalah
OtonomiRiil,
olehpemerintah
yangbersangkutan.
otonomlainnya

Sejak dimulai, dengan menunjuk  beberapa
daerah/kotasebagai daerah-daerah percontohan otonomi, maka telah terlihat adanya
indikasikanflik ke@®ntingan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan
pemerintahpusat.
urusanterhadap hal ini dapat dilihat dari berbagai
keluhanpemerintah daerah tentang "urusan pemefitahan yang diserahkan ke daerah
tapikewenangannya tetap dipegang pusat".
pandangantentang
ldaerahotonom.

Banyak literature tentang otonomi daerah memandang sesungguhnya

esensiotonomi daerah adalah peffBgkatan kualitas pelayanan kepada masyaraka,
begitujuga dalam konsep-konsep

2004. Seba upaya mewujudkan pelayanan vyang berkualitas,
perlupemberdayaan otonom
untukmengambil tangkah-
sehinggamasyarakat
peningkatankualitas

Penulis sangat
permasalahankonsepsional dapat
menimbulkanpersoalan baik, persoalan politik,
birokrasi, ekonomi,dan sebagainya, sehingga undang-undang tentang pemerintah
daerah mendesakuntuk dilakukan direvisi, karena tuntutan dalam pelaksanaan
otonomi daerah sangatdinamis.

yang diberikan.

menyadari bahwa adanya permasalahan-

Daerah dan pelaksanaan desentralisasidi Indonesia
harus kebijakan
.Kebijakan  desentralisasi  merupakan

Indonesia,
sehinggadesentralisasi merupakan suatu refleksidalam proses reformasi politik,
sosialbudayadan eko i. Kebijakan desentralisasi di Indonesia telah diwarnai
adanyakecenderungan
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beralih @¥njadiwewenang tingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat.
Indonesia
sendiridalam Indonesia
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keputusanpublik

(d)
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ataucoproduction
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pusat dalam menetapkan prioritas pembangunan (top down) c¢i daerah dan kurang
melibatkan stakeholder, (2) aspek pelaksanaan, harus tunduk kepada berbagai arahan
berupa petunjuk pelsksanaan maupun petunjuk teknis dari pusat, dar (3) aspek
pengawasan, banyaknya institusi pengawasen furgsional, seperti EPKP, Irjen
Dapartemen, rjenbang, Irspektorat Daerah yang dagpat saling tumpang tindih
(Boediono, 2002; Sidik, 2002;dan, Widjaja 2002).

Menurut Bahl dan McMullen (2000) dan Widjaja (2002) yang terpenting dari
desentralisasi adolah makin dekatnya hubungan antara pemcerintabh cengan rakyat. Jika
keinginan rakyat sangat beragam dan Pemerin:ah Daerah memiliki tanggungjewab
untuk menyediakan pzlayanan-pelayanan yang tidak memliki dampak eksternal yarg
besar, maka manfaat yang dapet ciperoleh berupa pelayanan publik yang lebih baik,
pejabat pemerintah yang bertanggungiawab dan kesadaran masyarzkat dalam
membayar pajak akan menirgkat,

Secara administrasi, desentralivasi mmerupakan pelimpal an wewenarng untuk
mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumbar-surrber keuargan untuk
menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tangging jawab tersebu: terutama
menyangku: perencanaan peresncanzan, pendanaan, dan sehmpahan manajemen
fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada apzrataya di daerah, tirgkat
pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.
Selarjutnya desentralisasi secara garis besarnya terdiri atas dekonsentrasi
(deconcentration), devolusi (devolution)dan pendelegasian (delegation or institutional
pluralism). Alasan utama perlunya pemerintahan desentralistik lainnya adalah karena
adanya pertimbangan efisiersi, akuntabilitas, kemampuan pengelclaan
{manageability), dan otonomi. Pada negara berkembang, desentraliszsi dituukan untuk
menghirdari pengzlolaar pemerintahan yang tidak efektif dax efisien, ketidakstab lan
makroekonomi serta tidak cukupnya partumbuhan ekonomi .

Keberhasilan desentralisasi sangat tergarturg pada desan, proses
implementasi, dukungan politis bak pada tingkst pengambilan keputusan di masing-
masing tingkat pemer ntahan, maupun masyzrakat keselurahzn, kesiapan administrasi
pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumbe-daya manusia, me<anisme
koordinzsi untuk meningkatkar kinera aparat dirokrasi, perubahan sistem nilzidan
perilaku birokrasidalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan
sektor publik.

Pemerintahar yang hersifar sentralistik akan dapzt mengaloka<ikan anggaran
yang ade untuk menghasitkan barang can |asa yang bisa dimanfaatkan secara nasonal
(Bahl dan Linn, 1932: 388). Seperli halnya di Indonesia. Pemerimahan Ihdonesia telah
melakukan kebijakan desantralisasi, meskipun sebagian besar dar  program
pembangunan masih dikendalikan oleh pusat. Kebijakan desentralisasi di Indonesa
dewszsa ini telah dikuatkan dalem Urrdang-Undang No. 32/2004 dan Undang-Undang
No. 33/2004 yang mcrupakan revisi dari Undang Undang Ne. 22/1099 don Undang
Undang No. 25/1999. Menurut Undang-Undang ini telah dijelaskan mengenai
pengzrtian dessnt-alisasi sebagai panyerahar wewenang
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pemerintahan oleh pemerintah kepada dasran otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pamerirtahan dalam sistam Neszara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam kebijakan desentralisasi fiskal, misi utemanye adaah untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan keseiahterzan rakyat,
te-ciptanya efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya daerah serta menciptakan
ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses psmbanguran®. S=hingga
desentralisasi fiska untukmenyediakan pelaysnan- pelayanan soemerintahan yang lebin
efsien dan aspiratif 5.

Sistem pemenntahan dengan melakukan desentralisi fiskal karena didorong
adanya pertimbangan efisiens, ckuntabilitas, kemampuan peagelolean (inunuye
ability), dan otonomi. Pemerintohan Indancsia melakukan proses desentralisasifiskal
karena untuk menghindari pengelclaan pemerintahan yang tidak e’ektif dan efisier,
ketidakstahilan makroekonomi dan  tidak rukupnya  pertumbuohan ekonomi
Berdzsarkan Fasil stud empgiris menunjukkan tidsk kuatrwa korelasi tingkat
desentralisasi dengan : (i) Jumlah dan tingkat kepadatan penduduk serta luasnya suata
negara, (ii). Tingkat u-banisasi, dan (iii). Struktur kons:itusi can kompesis kelompok
etnis penduduk. Sedangkan hasil studi lain menunjukkan adanya korelasi yang kuat di
antara tingkatan desentralisasi dengan factor-factor ekonomi dan teknologi sehingga
membuktikan babtwa desentrzlisasidan berbagamipe hanya dapat terwujud bia
kesatuan nasional telah tinggl, sehingga desentralisasi l2bih merupakan permasalahan
idiologis yang dihubungkar dengan pencepaian tujuar k=mandirian, demokrasi,
partisipasi rakyat, dan pertanggungjawaban pamerirtah serta aparatnya kepada rakyat
secara keseluruhar’

Dari uraian di atas telah menggambarkan bahwa sesungguhnya tardapat
persoalan yvang mendasar vang memeriukzn pengkajian dan penataan kembali tentang
implementasi otonomi daerah di Indonesia yang memerlukan banyak peraturan.
Menurut pemikiran penulis setidaknya terdapat dua tingkat masalah yang secara
simultan harus diperiatikan. Pertama, pada tingkat pemerintah pusat harus ada
kejelasan arah dan kemampuan untuk membuat batasan-batasan yang tegas tentang
desentralisas: d2ngan aturan (regulasi) yang tidak menimbulkan multi tafsir. Pemerntan
puset juga dituntut memiliki kemanrpuan delam melosukan sus aliosi lentang exensi
dari ctoromi dacrah, Terkepas dari mendesaknva tuntutan otononi scbagai akibat dari
kegagalan pemerintah pusai dalam menyentuh setiap lapican masvarakat
Implementasi atonom yang sekarang ini herjalan juga dijalankan dengar tergeca-gesa,
sehinzga memkteri kesan akan adanya kebutunan populsritas politik

*Mardiasmo, 20AL: 1, Marajermen Penarirraan Daerah dan Struktur APSD Dalam Era Otonomi Daerah, Makalah
Work:hog Kerjasama SIAGA Project dan STIE Kerja:ama, logyakarta
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dan Francols Vaillancourt (edsidatam Fiscal Decentralization in Developing Countries, Cambndge Universty press,
Cambridge.

"World EBank 2002, Concept of Fiscal Decentnfzoton ana Worldwide Overview downioad dari oftp
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TPusatAntar Univessitas {PAU) UGN, 2000, Laporan Akhir Kepiar Prefil Doerch Tivgkat I Ditirjau Dan Aspek patisi
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pemerintaban era Habibiz pada szat itu. Kedua, pada iingkat pemerintsh daerah
diperiukan suatu pra-kond siyarg cukupmemadai (sufficient) baikitu dalam elit potitik di
daerah, birokrasi oemerintah daerah maupun masvarakat daerah. Banyek ketidak
harmonisan yang tesjadi di daerah selama implementasi otonomi daerah, hal ini
disebabkan karena tidak adanya cara pendang vang sama artar semug lapisan (segmen)
yan3 ada dalam suatu daerah, tentang esznsi dar o:onomidaerah. DPRD telah menjadi
musub politik pemerintak daerah (eksekutif) , oupa:i telah menjadi penguasa yang
memilikiotonom secera abscluz, hubungan artara pengusaha (dunia swasta) dengan
pemerintak yang tidak tag harmonis, dimana banyak pemerintzh daerah yang dengan
bangg tzlch menetapkan Ferda yang <emungkinan akan mengusir pengusaha di
daerahnya.

3. Kebijakan Otonomi Daerah Daram Perspektif Hubungar Pemerintah Pusat dan
daerah

Desentrarisasi merupakan bagian yang teramat penting didelam proses
demokratisasi penvelznggaraan pemerintahan Pemrerntahan pusat atau terpusat vang
canderung otokratis berubah meniadi pemerintahan lokal yang dipilih langsung oleh
masyarakat. Alasan maraknya proses desentralisasiadalah untuk memperbaiki mutu
pelayznan tepada masyarakat clen peryelenggara pemerintahan. Di dalam kontecs ini
titik berat desentralisasiadalah pelayanan bukan kekuasaan. Dengan kata lain
desentralisasiadalah suaty upaya mendekatkan pemerintahan kepada rakyetrya
{bringing fhe stcte closer to thepeogle, Seiring d2ngan tzlah terseesaikannya kendala
k=hidupzn 2olitic di Indonesia yang citandal dengan telah terbentuknya penyelenggara
pemerintahan yang baru hasil suatu proses yang cukup demokratis, maka harapan akan
membaiknya pecekonomian dan berbagai aspzk kehidupan berbangsa dan bernegzra
lzinvys di Indonesia menjadi terbuka, dan cemoga dalam tempo yang ticak terlalu lama
harapan tersebut akan menjadi kenyataan. selain ity juga semangat reformasi dan
perubahan diberbagei bidang serta dorongan dan dampak dar proses demokratisasi
telah mengaugah pemerintzhen bersama dengan parlemen dalam melshirkan dua
undang-undang yaitu sejak keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan
Daerah car UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut Merupakan dasar bagi proses desentralisasi dan
otonomi daerah yangluas dan Dbertanggung jawab.

Tujsan vtama dari desentralisasi dan ctonarni daerak iri adalah mendekatkan
pemerintak  kepada masyarakat yarg dlayaninya sehingga pelavanan kepada
masyarakat menjadi lebih balk dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi
lebih tuat dan nyata. Desentralisasi dan otoncmi daerah dapat dikatacan berhasil
apabila pelayanan pemerintah <epada masyarakat menjad lebin baik dan masyarakat
menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan barsama, Desentralisasi
kawerangan tersebut akan berakhir dengan semakin meringkatnya peranserta
masyarakat dan berubahnya peran pemerintah dari providermenjadi “asilitator.

Balai Fengkajian dan Pengembangan Komunikasi Jan Infornatike Surabayn
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Meanurut Tamin (1998) dan Nugroho, bahwa berkaitan dengan implemertasi
kebijakan retormasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang harus
Dipahamisemua pihak adalak mekna dan arti reformasi itu sendirisecera benar, yaitu
reformrasi sebagal suatu langkab perubahan kearah parbaikan tanpa merusak atau
seraya memelhara dengan diprakarsai oleh mereka yang memimpin suatu sistem. Hal
ini perlu disadari bahwa tanpa reformas sistem itu bisz goyah, atzu dengan kata lain
sebaiknya reformasi itu diprakarsai cari sistem itu sendiri sehingga metodz reformasi
akan dapat bersfat gradual, bertahap dan nerkesinambungan Karenanya, arah
kebijakan reformasi dan recrientasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Inconesia seharusnya mengacu kepada berbagai permasalahan yang selama ini  selalu
dijadikan bahen perdebatan dalam melakukan kajian terhadap hubungan Pemerintah
Pusat dan Daerah antara lain adalah:

(1) Distriousi kewenangan yang tergambar sebagal piramida terbalik, dimana
kewenangan ditingkat pusat sangat besar dan di tingkor dacrah semakin mengecil
terlebih-lebih pada Daerah Tingkat || Kondisi ini akiba: adanya alasar pembenar
yang berasumsi bahwa Pemerintah Daerah belum diznggap mampu untuk
melaksanakan sesaglan besar urusan-urasan pemerintah, karena dihadapkan pada
Sumber Daya Manus a yang terbatas.

(2) Hubungan Kcpala Dacroh dan DPRD yang hurang scrasi, acibat kedudukan DPRD
berada dibawah bayang-bayang Kepala Daerah. Dengan damician DPRD merjadi
sulit untuk dapat bergerak secara proporsional calam menjlankan tugas dan
fungsinya seoagai lembaga perwaxilan rakyat yzng bertugas mengawasi dan
mengontrol penyelenggaraan pemerntanan serta sebagal tempat untuk
rreriyalurkan aspiray masyarakat

(3) Pendapatan daerah yang kecil manghamrbat bagi Pemerintah Daerak untuk
melabsanakan tugas-tugas pemerintahan yang terus semakin menirgkat untuk
memberikan pelayenar kepada masyarakat. Kecilnya pendapatan daerah
seringkali disebabkan oleh lapangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat
terbatas. Koudis: seperli ini masih diperourvk dengan kelijokan pengaturan
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang masih menggunakan pola-pola bagi
hasil najak dan non aick, sabsidi daerah otonom (SDO) yvang dipandang kurang
menguntungkan daerah.

{4) Kelembagaan P=merintah Daerah dengan Dinas-Dinas Daerahnya, belum
mencerminkén adanya suatu Lembaga yang benar-denar dibentuk 3tas
pertimbangan beban kerja atau volume kzrja sebagal bzgian dari pelaksanaan
distribusi kewenzngan. szhingga tercermin tidak efisien baic dari segi pembiayaan
maupun pergisian personilnya. Terdasat kecenderungan bahwa nomenkiatur
pembentukan kelembagaan Dinas Daerah sebagail perangkat Pemerintah Daerah
datur secara seragam baik jumiah jabatannya maupun nomenclaturnya, sehingga
tidak sesvai dengan kondisi dan <ebutuhan daerah yang bersargkutan.

BO Balai Pengrajion don Pengembanecan Komunikasi dan Infarmatiko Suraboya
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(5) Tersumbatnya partispasi dan peren serta masyarakat diakibatkan
adanyakecerderungan dan anggapan yang kuat bahwa oemerintahlah yang
memilikitanggung-jawad vyang besar dalam melaksarakan kegistan-
kegiatanpembangunan dan  kehijakan-kehjakar  auhlik Akibhatrya hasyak
kegiatan-kegiatan pembanguran dan pelayanan publik vang sehzrusnya
dapatdiseratkay kepada kekuvatan di luar pemerintahan seperti LSM atau
pihakSwasta, masih sepenuhnva dilaku<an oleh Pemerintah termasuk
PemarintahDaerah.

Denzan adanya berbagai p2rmasalahan otonomi daerah sebagaimana
yangtelak cikemukakzn, pemerintah melalui Undang-Undang No. 22Tahun 1999
telahmemperiias kewemangan pelaksaraan  aftonomi dasrah dengan
meryerahkanszpenuhnya beberapa bidang (cesentraisasi palitik dan adminstratf)
urusanpemerirtahanan «epaca Daerah. Kabupaten can Daerah Kota Bidang-
bdangpemerintahan yang waib dilaksanakar olel Caerah Katupaten dan Daerah
Kotameliputi : Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan,
Partanan,Perhubungan, 'ncusiri dan Perdagangan, Penanaman Nocal, Lingcungan
Hidup,Pertanahan, Koperasi, dan Teraga Kerja. Sementara itu Kkewenangan
Pamrer ntahPusat terhatac pada penanganan Ridang Palitik | uar Negeri, Hankam,
Paredilan,Monzter/ Fskal den Agama, serta bidang-bidang tertentu seperti :
KzbijakarPerencanaan Nasional Dana Perimbangen, SistemAcministrasiNegara,
Pzmbinaandan Pemberdayaan Sumberdaya Mznusia dan Pemberdayaan Sumber Dava
Alamdan teknoogitinggiyang strategis, Konservasidan Standarisasi Nasional.
Sedangkankswenangan Prcpinsi baik szbagai Daerah Otonom mazupun Wilayah
Administratifdiberikan bztasar kewenangan,yaitu harya menyelenggarzkan bidang-
bdangurusan pemerintahan yang tidak mampu ditangani oleh Pemerintah
Dae-ahKzbupaten/Daerah (ota, atau bidanz-bidang urusan Pemerirtahan yang
sifatnyalintas Daerah Kaoupaten/Kota. Sebagai konsekuensi atas perlussan
palimpahankewenangan <epaca Daersh Kaoupaten dan Daerah Kata pada sebagian
bezsarbidang pemerintahan terssbut, membswa konsekwensi terhadap kesiapan
Dae-ahurtuk menerima peningkatan tugas dar anggunz iawab yang harus
dembannya.

3.1 Pelaksanaan Otonomi Daerah di Era Reformasi

Undang-undang Femerintahan di daerah Nc. S tahun 1974 oleh daerahmasih
d rasakan kurang memberikan kesempatan bagi otonorni daerah urtusmengatur dan
mergurus k2pentingan masyarakat setempat menurut prakarsasendin, can berdasar
aspirasi dan pctensi masyarakat. Di samping itu jugatidak berfungsinya secara optimal
peran dan tugas DPRD, baik sebagai badanlegislatif maupun sebagai lembaga
pangawas penvelenggaraan pemerirtahandzerah (Adisubraia, 1999),

Kondis datas memouat daerah-daerah menuntut  dilakukannya
paninjauan kembali serta pembaharuan terhadap Undanz-undangPemerintahan
daerah yanglebihmenekankan pelaksanaanasas

Baloi Pengkcjion den Fengerrbangan Kamupicas dan Irformatike Suraboyc 31
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desentral sasi. Dergan demikian akan lebih menjamin perkembangandemokrasi dalam
pelaksanzan pemerintahan daeran dzngan jalanmemberdayakan DPRD sebagai
lambaga legislatif daerah dan mampumengembangkan inisiati’ serta check and
balarce dalam pelaksanaan otonomidaerah.

Tuntutan tersebut tercermin dalam hasil sidang Istimewa NPR tahun
1998yang menghasilkan Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 yang mengatur
tentangpenyelenggaraan otonomi daerah. Merurut ketetapan ini  daerzh
diberikewenangan yang luas can bertanggung jawab di dsersh secaa
proporsional,yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian peman‘aatan
sumberdayaalam yang berkeadilan serta pembagian keuangan pusat dan daerah.
selain itupenyelenggaraan otonomi daerah juga dilesksanakan dengan prinsio-
prinsipdemaokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daeran. oleh karena itudalam
Undang-undang No. 22 tahun 1999 memberikan dasar untukmemberdayakan
masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas sertameningkatkan peran serta
masyarakat secara aktif dan meningkatkan perandan fungsi Dewan perwakilan Rakyzt.
Kabupaten dan Kcta mempunyaikewenangan dan kebebasan untuk memtentuk dan
melaksanakan kebijakanmenurut prakarsa maupun aspirasi masyarakat setempat.
Dalam pasal 121Undang-undang No. 22 tahun 1999 tersebut disebutkan bahwa
sebutanPropinsi Dati |, Kabupatzsn Dati I, Kotamadya Dati |l sedagaimana
dimaksuddalam Undang-undang No, 5 tahun 1974 berubah masng-masing
menjadiPropinsi, Kabupaten dan Kota. Kewenangan daerah  piopinsi
merupakaandaeray otonom yang meliputi urusan/kewenangan antara daerah
otonomkabupaten/kota, wusan yang tidak dilaksanakan deh ciaerah kabupaien
dankota serta wilayah administrasi, vyaitu wilayah dekonsentrasi yang
dibebankankepada Kepala daerah propinsi sebaga perangkat pemerintah pusat.
prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam undang-undang No. 22 tahun

1999adalah:

1) Penyelenggaraan atonomi daerah dilaksanakan dengan
prinsipdemokratisasi dan dergan memperhatikan keanekaragaman
daerah.

2} Pelaksanaan otonomi daerah di dasarcan pada otonomi luas dalam
artipenyaluran kewenangar pemerintah yang secara nyata dilaksanakan
didaerah.

3) Pelaksanaan otonomi daerah vyang luas dan utuh diletakkan
padakabunaten dan Kota, sedangkan otonomidaerah propinsiadalah
otonomiterbatas.

4) Pelaksanaan otonomi daerah sesua d2ngan konsitus Negara,
sehinggatetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat
dan daerah.

5) Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  lebih  mengutamakan

kzmandiriandaerah otonom sehingga dalam daerah kabupaten dan kota
tidak ada agiwilayah administrasi atau kawasan khusus, yzng dibuat oleh
pemerintah
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atau pihek lain seperti badan otcrita, kawasan pelabuhan,
kawasarpelabuhan udara, kawasan perkotaan baru, kawasan
pertambanzar densemaczmnya.

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan furgsi
badan legislatif daerah, bak sebagai penyalur aspirasi rakyat
maugunsebagai l2mbaga pengawas atas penyelenggaraan pemerirtahan
daerzhyang dialankan oleh lembaga eksekutif daerah.

Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkar pada daersh propnsi
dalamkedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk
melaksanakankewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1939 tentang Pemerintahan

Daerah ini, maka mengandung pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:

1‘
2|

3‘

i

Bahwa  sistem  <ectatancgarmman  Indonesia  wajb  menjalankan
kewenanganberdasar azas dekonsentrasi dan desentralisasi.
Penyelenggarzan 3zas dekonsentras sebagai pancaran negara
kesatuanmenunjukkan elemen perekat bangsa.

Daersh  yarg dibentuk berdasarkan asas  desentrzlisasidan
dekonsentrasiadzlah prepinsi, ssdangkan daerah vyang diperintah
berdzsarkan asasdesentralisas  adzlabk kabupaten dan kota yang
merupaktan daeranotonom vyang berwenang menentukan dan
melaksanakan kebijakanmenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dilandasidengan Dewan Penauakilan Rakyat Daerah yang
berperan  sebagaibadanlegisletif pengawas atas penyelenggara
pemerintak dzerah.

Kotamadya/kabupaten dan kota administratif yeng dibentuk
berdzsarkaiUndang-urdang Nc. £ tahun 1974 dan telah bercxembang
dijadikan caerahotonom (yang memenuhisyerat pembentukan caerah
otonom.

Kecamatan yanz menurut Undang-undang No. 5 tahun 1974
sedagaiwilayah admiristratf dalam rangka cekonsentrasi menurut
Urdang-undang No. 22 tahun 1399, diubah menjadi bagian caeah
otonomkatupaten atau kotamadya

Kedudukan DK| sebagal ibukcta Negara yang telah diatur d2ngan Undang-
undang No. 11 tahun 1990 akan diatur tersendiri dan disesuzikandengan
tLirdang-undang No 27 tahun 1€99

Prinsip penyelenggaraan pemeriniahan dazrah terdasarkan azasdesentralisasi

yang dianut dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 mencakupoengertian; a).
Bahwa pemberian kewenangan yang luas pada daerah otonom kecuali dalam bidang
Pertahenay dar keamanar; Poltik luar negeri, Peradilan;Monoter, fiskal serta
kewenzngan bicang pemerntah lainnya. B). Prosespamerintahan daerah otonom
yang baru berdesar azas desentralisasi atzu mengekuadanya daerah oonom yang
sudah dibentuk berdasar perundang-undangansebelumnya. Sementara berdasarkan
aras dekonsentrasi mengancung pengertian
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bahwa pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepadaperangkat
daerah; serta Pemerintzhan propinsi sebagai wilayah administrasi danpelimpahan
wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur, Sedangkan dalampemerintahan
daerah tidak ada lagi perangkat pembantu Gubernur, psmbantu bupati.Pemerintah
pusat dapat menugaskan kepada daerah otonom untuk melaksanakantugas tertentu.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib rneningkatkankemakmuran daerah, dan
tetap dapat rnemelihara hubungan serasl antarapemerin:ah pusat dan daerah dalam
rangka menjaga keutuhan negara kesatuan(Adisubrata, 1999).

Dalam bidang keuangan daerah, guna menyelenggarakan otonomidaerah yang
luas,nyata dan bertanggung jawab, diperlukan keuangan dan kemampuan
menggalisumber-sumber keuangan sendiri yang didukung pula oleh pembagian
keuanganantara pusat dan daerah yang merupakan persyaratan dalam sistem
pemerintahandan administrasi negara. Dalam Undang-undang No. 22tahun 1999 Bab
VIil, Pasal 78dinyatakan bahwa penyelenggaraantugas pemerintah daerah dan Dewan
PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan
danBelanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat
didaerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN
) (Suparmoko, 2002).

3.2 Keuntungan dan Kerugian Sistem OtonomiDaerah

Menurut Suparmoko {2002), tujuan pengembangan otonomi daerahadalah:
a). Memberdayakan masyarakat, b). Menumbuhkan prakarsa dankreatifitas, c).
Meningkatkan peran serta masyarakat, dan d). Mengembangkanperan dan fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun demikian perlupula diketahui bahwa di
sisl lain ada sistem pemerintahan yang bersifatsentralisasi dimana pengambilan
keputusan lebih banyak ditentukan olehpemerintah pusat dengan alasan
diantaranya adalah @ a) untuk memeliharaaspek pemerataan antar daerah, b).
kemampuan administrasi di banyakpemerintah daerah masih lemah, c). masih
terdapat perbedaan yang tinggidalam kondisidan kemampuan keuangan
antardaerah, d).untuk mengurangigerakan separatis, dan e). untuk perencanaan
nasional dalam pembangunansosial dan ekonomi. Oleh karena itu dalam otonomi
daerah dikembangkarsistem keuangan daerah yang mendukung penyelenggaraan
tugas pemerintahdaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibiayai atas beban
APBD sertapenyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah dibiayai atas beban
APBN.

Peranan pemerintah dalam perekonomian, telah sering disinggungbahwa
barang publik dan eksternalitas akan lebih baik dikelcla oleh
pemerintahberdasarkan geografis (spotiol). Barang publik ada yang manfaatnya
terpusatsecara geografis sebagai barang pubiik lokzl (locol public goods), dan
barangpublik yang sfatnya nasional (nonational public goods). Begitu pula
untukeksternalitas, ada yang bersifat lokal maupun nasional.
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Keuntungan sistem pemerintzhan d2ngan otonomi deersh akan
lebihmampu menyediakan as3 pelayanan publik yaig bervariasi sesuai
denzanpreferensi (keinginan) masing-masing masyarakzt di daerah. Selan dari
itudengan sistem otonomi dzerah, maka pemerintah daerah akan lebih
tanggapterhadap ketutuhan masyarakatnya sendiri. Proses politic dzlam
masyarakatyarg lebih serrpit akan lebih cepat den efisien daripaca dzlam
masyarakat yangluas. Dengan pemerirtahan yang ebih dekat oengan
masyarakatnyz makaskan ‘ebih sedikit kekurangan atau kesalahan yang askan
dibuat dalammekanisme pengambilan keputusan. Dengan s stem otonomi caerah,
makamasyarakat dapat menyediakan jasa oelayanan yang berbeds-beda
denzantingkatan yang berbeda pula yang sesuai dengan preferensi masyarakat
yangbersangkutan, penduduk akan bsbas berpindah tempoat tinggal ke daerah
yangsesuai dengan keingirannya, proses pclitik akan lebih cepat, s=derbana
danzfisien.

Kerugian sistem otonomi daerah, yaitu pemerintah daersh akan
karangefektif dan sfisien dalam mengatasi permasalahas permasalaban yang
adaSuatu misal apebila pemerintzh dserah diminta untuk menyedizkan
barangpublic nasional seperti pertahanar dan keamanan, masalah
pemerataanpenghasilan (redistriousi nenghasilan)dan masalah ekonomi makro,
tentu sajahasilnya tidzk aken memuaskan. Dalam hal pertahanan dan keamanan
anabilahal ini diserahkan kepzda pemerintah daerah, tentu setiap daerah
acanbertanggung jawab terhadap daerahnya masing-masing delam
menghadapserargan dari luar. Sedangkan calam hal redistribusi pendzpatan,
pemerintahdaerah juga tidak akan efisien daam mengusahakannyrz, karera
redistribusipendapazar.  biasanya ditempun dengan mengenakan paak pada
kzlompokkaya dengan memberikan subsidi kepada kzlcmpok berpenghasilan
rendah.Begitu pula kaitannya dengan tujuan ekonomi makrc, maka jelas
pemerintahdaerah tidak akan dapat melaksanakannya; khususnya yang berkaitan
dengankebijakan monoter. Femerntah ticak dapat merambzh atau
mengurangiiumiahuang yang beredar. bagitu pula kebijakan pemerintah daerah
dalam bidangkesempatan karja dan harga tidak akan banyak berpengaruh dzlam
suatudaerah. Setiap kebijakan fiskal tentu akan ditenggapi dengan
kepindahansubjek pajak ke daerah lain yang lebih menguntungkan, oleh karea
itupemerntah  pusatiah yarg narus  bertanggung  jewab  terhadap
kebijakanstebilisasi ekonomi mako (Suparmoko, 2002]. Seiain dari
bebzrzpakesntungan peleksanaan desentralisasi yang telah disebutkan
diatas keuntungan lainya adaiah
1) Menyebarkan pusat pengambian keputuszn (deccngestion); Apabiiasemua

masalan dietskkan di tangan seseorang atau sekelompokpengambil
keputusan s3ja, maka dapar dipahemi akan terjadipenumgpukan|congestion)
wewenanzpad: satu pusat pengambil
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2)

3)

4)

5)

6)

keputusan saja, yang menyebabkan keterlambatzn dalam
pengembilankeputusan.

Kecepatan dalam pengambilan keputusan (speed). Oleh karena itu tidaksemua
masalah periu diputuskan oleh satu pusat pengambil keputusansaja, tentunya
pengambilan keputusan ini dapat dilaksanakan denganlebih cepat. Apanila di
negara sedang berkembang, dimana transportasidan komunikasi tidak selalu
lancar, penyebaran wewenang kepada lebihdari satu pusat pengambil
keputusan akan mempercepat prosespengambilan keputusan ini.

Pengambilan keputusan yang rzalistis {(economic and social reolism).Sangat
sukar bagi seseorang pengambil keputusan yang tidak mengenalkondisi
tempat dimana masalah itu timbul untuk megambil keputusanyang realistis.
Pengambil keputusan ditingkat pusa: akan sulit memahamikondisi lokal,
maupun kondisi sosial (k2biasaan dan tradisi), khususnyauntuk negara yang
masyarakatrya mempunyai kebudayaan yangberane«a ragem.

Penghematan (economic-efficizncy). Serirgkali lebih
ekonomismemperkerjakan tenaga lokal setempat daripada mengirmkan
pejabatdari pusat ke daerah, yang memeriukan biaya peralanar dan
sebagainya.

Keikussertaan masyarakat lokal (local participation). Sentralisasi akanmudah
menimbulkan perasaan masa bodoh pada masyarzkat local karena
.menganggap semua kebutuhan mereka akan dipenuhi olehpemerintah pusat,
tanpa mereka harus berusaha sendiri. Kadang-kadangmasyarakat lokal merasa
tidak ada kaitan antara pajak yang mereka bayardengen pelayanan yang
mereka terima. Atau sebsliknyz, masyarakatiokal merasa bahwa kebutuhan
mereka tidak dperhatikan olehpemerintah pusat, walaupun dalam
kenyataannya pengeluaranpemerintah pusat untuk daerah yang bersangkutan
relatif  besar.Desentralisasi akan membeikan  peluang  dan
mempromosikankepedulian masyarakat pada program-program pemerintah
daerahmelalui partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan
publik.

Solidaritas Nasional (National sclidarity). Pendapat umum mengzatakanbahwa
kesatuan nasional dapat dibina melalui perencanaan terpusst danbukan
dengan memberikzn kesempatan kepada masing-masing daerahmenurut cara
mereka sendiri. Namun sebenamya pemberian kesempatanseperti itu dapat
menyalurkan aspirasi masyarakat lokal sedemikian rupasehingga perasaan
bahwa suatu daerah tidac diperhatikan, sedangkandaerah lainnya mendapat
perhatian terlalu besar dapat dihilangkan.Solidaritas nasional justru dapat
dibing dengan memberkan kesempatanpendelegasian wewenang dalam
sistem desentralisasi, dan sekaligusmenghilangkan kediktatoran dan
pengembilan keputusan (Sidik, 2001 ).
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3.3.

Disamping keuntungan-keuntungan tersebut, dzsentralisal
jugamenimbulkan masalah. Desentralisasi tidak berarti memberikan
kewenanganpenuh tanpa batas kepada pemerintah daerah, yaitu pemerintah
pusat padatingkat terakhr, yang bertanggung jawab atas penyediaan
pelayanan kepadamasyarakat. Dalam keadaan demikian, desentralisasi
mencakup gabunganantara partisipasi dan inisiatif daerah dengan pengarahan
dan pengawasanpusat. Implikasi desentralisasi terhadap keadilan antar daerah
akan bervariasitergantung pada pengaturan kelembagaan dan kebijakan
pemerintah yangmenyangkut pemerataan antar daerah dan penduduk.
Lesentralisas: tidakhanya gagal untuk memingkatkan pelayanan sector publik,
tetapi bisamemberikan implikasi pada ketidakstabilan nasional, bila
pemerintah tidakmelakukar upaya redistribusi sumberdaya keuangan kepada
wilayah yanglebih miskin, desentralisasi di bidang fiskal akan berakibat
makinmemperlebarnya disparitas antar daerah. Kendala ini dikenal
dengan'TheDangers of Decentralization"(Bird, 1 998).

Desentralisasi dan Kaitannya Dengan Masalah Hubungan Keuangan
Pusat-Daerah

Desentralisai  Administratif dalam bidang keuangan yaitu
pelimpahanwewenang yang untuk mendistribusikan kewenangan, tanggungj
awab dansumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik.
Pelimpahantanggung jowab ini menyangkut oscrencanaan, pendonaan dan
menejemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada
aparatnya di daerah,tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas
tertentu, atauperusahaan tartentu. Desentralisai menurut studi Bank Dunia,
maka padadasarnya desentralisasi dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:
(1).Dekcnsentrasi{Deconsentration),yaitu  pelimpahan wewenang  dari
pemerirtah pusat kepadapejabat yang beradadalam garisheraki dengan
pemerintah pusat
Didaerah. {2). Pendelegasian (Delegation), yaitu pelimpahan wewenang
untuktugas tertentu kepada organisai yang berada di luar struktur birokrasi
regular yang dikontrol secara tak langsung oleh pemerintah pusat.
Pendelezasianwewenang in biasanya diatur dengan ketentuan perundangan.
Pihak yangmenerima wewenang mempunyai kekuasaan ([discretion)
dalampenyelenggaraan pendelegasian tersebut walaupun wewenang terakhir
tetappada pihak  pemberiwewenang  (Sovereign  authority).  (3).
(Devolution),yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang
lebih rendahdalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak
pemerintah daera mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh pemerintah
pusat. Dalam haltertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya
mampu melaksanakantugasaya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi
secara tidak langsungatas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan
tugasnya, pemerintahdaerah memiliki wilayal administratif yang jelas dan
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Disamping keuntungan-keuntungan tersebut, desentraisai
jugamenimbulkan masalah. Desentrzlisasi tidak bararti  memberikan
kewenanganpenuh tanga batas kepada pemerintah caerah, yaitu pemerirtah
pusat padatingkat terakhir, yang bertanggung jawad atas penyediaan
peayanan kepadamasyarakat. Dalam keadaan demikian, desentralisasi
mencacup gabunganantara dartisipast dan inisiatf daerah dengan pengaratan
dan pengawasanpuisat impl kasi desantralicasi terhadap keadilan antar daerah
akan bervariasitergantung pada pengaturen kelembagaan dan kebijakan
pemerintah yangmenyangkut pemerataan antar daerah dan penduduk.
Desentralisaci tidakhanya gagal untuk meningkatkan pelayanan sektor publik,
tetapi bisamemberikan implikasi pada ketdakstabilan nasional, Dbila
pemerintah tidakmelakukan upaya redis:ribusi sumberdaya keuargan kepada
wilayah yenglebily miskin, desentralisasi i Lidang fiskal akan berakibat
makinmemperiebamya disparitas antar daerah. Kendala ni dikenal
dengan”TheDangers of Decentralization” Bird, 1 998).

Desentralisasi dan Kaitannya Dengan Masalah Hubungan Keuangan
Pusat-Daerah

Desentralisai  Administratif  dalam  bidang keuangan vyaitu
pcimpahanwewenang yang untuk mendistrbuskan kewenangan, tanggungj
awab dansumber-sumter keuangan untuk menyediakan pelayanan publik.
Peimpahantanggung jawab ini menyangkut perencanaan, pendanaan dan
menejemen fungsi-fungs! pemerintahan dari pemerintah pusat kepada
aparatnya di daerah tinzkat pemerintahan yang lehih rendah, hadan otarntas
tertentu, atauperusahaan tertentu. Desentralisa menurut studi Bank Dunia,
meka padadasarnya desentralisasi dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:
{1).Dekonsentrasi{Ceconsentration),vaitu  pelimpahan wewenang dari
pemerntah pusat kepadapejabat yang beradadalam garisherarki dengan
pemerintah pusat
Didaerah. (2). Pendelegasian (Delegation), yeitu pelimpahan wewenang
untuktugas tertentu kepadz organisai yang bereda di luar struktur birokrasi
regular yang dikontrol secara tak langsung oleh pemerirtah pusat.
Pendelzgasianwewenang ini biasanya diatur dengan cetentuan perundangan.
Pihak yangmenerima wewenang mempunyai kekuasaan (discretion)
dalampeny=lenggaraan pendelegasizn tersebut, walaupun wewenang terakhir
tetappada phak pemberiwewsnang (Sovereign  authority).  (3).
{Devolution),yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang
lebih rendahdalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak
pemerintal daera mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh pemerintah
pusal. Delam aalterlentu dimans pemetinteh dawsah belum sepenubingg
mampu melaksanakantugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi
secara tidak langsungatas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan
tugasnya, pemerintahdaerah memiliki wilayah admnist-atit yang jelas dan
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lega dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi
pubilk, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur perggunaannya,
serta; (4). Privatization yasitu pelimaahan wewenang kepada organisasi non
pemerintah atau swasta. Hal in biasanya dimaksudkan untuk memberikan
peluang bagi organisasitersebut untuk ambil bagian seczra nyata dalam oroses
pembangunan  nasional.Gagasan ini  lebih menonjoldalam rangka
cebirokratsasi dalam ati pengambi ankeputusan urtuk melaksanakan fungsi-
fungsi tertentu dengan melibatkanorganisasi-organisasi non pemerintah.

Namrun berdzsarkar kepada hasii studiempiris tersebut, juga menunukkan

tdakkuatnya korelasi tingkat desentralisasidengan : (i). Jumlah dan tingkat

kepadatan penduduk serta luasnya suatunegara, (i). Tingkat urbarisasi, dan

(ii). Struktur konstitusi dan komposisikelompok etnis penduduk. Sedzngkan

studi lain yang sejenis menunjukcanadanya korelasiyang kuat 4l antara

tingkatan desentralicasi dengan faktor-faktorekoromi dan tekrolcgi dan balini
membuktikan bahwa desentralisasi dariberbagai tipe hanya dapat terwujud
tila kesatuan nasional telah tinggi, sehinggadesen:ralsasi lebih merupakan
permasalahan idiologs yang dhuburgkandzngan pencapaian tujuan
kemandirian. cemokrasi partisipass rakyat, danpertznggungjawaban
pemerintah serta aparatrya kepada rakyat secarzkeseluruban (PAU UGM,

2000).

Menurut Sidik (20C1), darl pelaksanaar desertralisasidi 45 negara dunia
ketiga pada dekade 1960-an, dimana tingkatan desentralisasi ternyzta juga
Berkorelasisecara nyata dengan lima faktorsebagai berikut ini:

1). Umur negara, yaitu semakin tua dan mapan (estoblished) suatu negara,
semakin tinggi derajat desentralisasinya.

z). Desarmya Produk Nasional Drutc (PND), yeitu negara yarg memiliki PNB
yang besar, juga menunjukkan tingkat desen:ralsasi yeng tinggi.

3). Tingkat perkembangan media massa, yaitu negara-negara yang mamiliki
mediz massa yang tersebar luas dan memiliki kebebasan media massa,
juga merupakan negara dengan tingkat desentrzlisesiyang tinggi

4). Tingkat industrialisasi, yaitu nogara negara dengaon tingkat industrialisasi
Yang relatif tinggi juga menunjuckan tingkat desentralisas: yang tinggi.

). Jumiah dari pemer ntah caerah, yaitunegzra-1egara yang memilik lebih
banyak negara bzgiar atau pemerintat daerah, ivga memiliki keweranzan
memberikan otonomiyang luas kepada dzerzh.

Dari proses perkembangan desentralisasi ini, jelas tampak bazaimana
desentralisasi pada zkhirnya merupakar indikator dari kedewasaan suatu
sistem politik, upaya ke arzh demokratisasi sosial, ekonomi, dan sistem
birusrast yang letkandung Jdi dalarminya.

4. Perspektif Pelaksanaan Otonomi Daerah ke depan
Dalam Pokok-Pokok Pemerintah daerah. dijelaskan mengenai penzertiar
otonomi daerah yaitu otonomi nyata dan bertanggung jawab. Oronom: nyata berarti
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bahwa otonomi yang dilaksanakan di suatu daerah sedapat mungkin disesuaikan
dengan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya, dimana pemberian
otonomi kepada suatu daerah hanya didasarkan kepada facto~-faktor tindakan-
tindakan serta kebijaksanaan yang menjamin suatu daerah untuk
melaksanakanurusan-urusan yang diserahkan pusat. Sedangkan otonomi yang
bertanggung jowab

yaitu berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai bersamaan dengan penyerahan
sebagian urusan pemerintah pusat ke daerah. Sedangkan tujuan otonomi daerah
adalah untuk kelancaran pembangunan di seluruh daerah serta mendorong
keserasian hubungan antara pusat dan daerah®.

Dalam era otonomi caerah sekarang ini sudah selayaknya pemerintah
kabupaten dan kota mampu mengembangkan sumberdaya sendiriuntuk mengurangi
ketergantungan pemerintahpusat?. Meskipun berdasarkan pengalaman
menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan
telah menimbulkan terjadinya distorsi pasar dan terjadinya high cost economy”,
karena peningkatan penerimaan cederung tidak diikuti dengan peningkatan
pelayanan publik”.

Dalam otonomidaerzh, maka pemerintahan daerah wajib untukmeningkatkan
kemakmuran daerah dan tetap memelihara hubungan serasiantara pemerintah pusat
dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan?. Dalam Undang-
undang No.22 tahun 1999 Bab VI, pasal 78 dinyatakan bahwa penyelenggaraan
tugas pemerintah daerah dan Dewan Penarakilan Rakyat Daerah (DPRD)dibiayaidari
dan atas beban Anggaran pendapaian dan belanja Daerah (APBD) sedangkan
penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah dibiayai dari dan atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)'S

Sebagai upaya menjalankan otonomidaerah pada setiap daerah otonom, maka
perlu adanya kebijakan desentralisasi. Berdasarkan tinjauankepustakaan,
Desentralisasiadalah sebuah alat untuk mencapaisalah satu tujuan bernegara dalam
memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengembilan
keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan di wujudkan
pelimpahan kewenangan kepaca tingkat pemerintahan untuk melakukan
pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak {taxing power), terbentuknya
Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat dan adanya
bantuan dalam bentuk transferdari pemerintahan pusat”

* Undan g-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok pemerintah Daerah.

*Bahi Roy, 1999, implementation rues forfucal decentralization, Working paper, Giorgia State University & World

Bank 2003, "Decentrofizing indonesia-Aregienal public expenditure revieiw overviewreport”. Report No.

261914ND.

“Sant lyas, 2003, implementas otononi dasrahsudah mengarah pada disiorsi dan high cast economy, Smery, Working paper
" Halim, A" and Abdullahm §, 2004, “Local original Review (PAD) as a source of development finsncing” Makalahdisampaikan pada
konferens RSA {Indonesial Regional Science Ascodiation) ke 6 di Jogiakarta.

 Adisubrata, WinarnaSurya, 1999 Otonomi Daerahdi EraReformast, penerbit UPP AMP YEPN, yogyakarta.
Suparmoko, 2002 Ekonomi PublikUntukKeuangan&PembangunanDaerah pensrbitAndi yogyakarta.
“Sidik 2002.1-3, Perimbangan Keuangan Pusaidan Daerah Sebagai pelsksanaan Desentralisasi Fiskal, Bahanseminar, Jogjskana,
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Desentralisasi merupakan suatu refleksi dalam proses reformasi politik, sosial
budaya dan ekonomi. Oleh karenanya, proses desentralisasi di negara-negara
berkembang, seperti di Indonesia telah diwarnai adanya kecenderungan pergeseran
pelayanan publik dariwewenang pemerintah pusat beralih menjadiwewenang tingkat
pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat.

Perluasan Otonomi Daerah sebagaimana tercermin dalam kebijakan
pemerintah melalui Undang-Undang No. 22Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
merupakan suatu peluang untuk memberdayakan daerah dalam melaksanakan tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Namun demikian dalam
pelaksanaannyaakan banyak diternukan masalah dan kendala antara lain sebagai
berikut : (1) Otonomi Daerah yang berarti kepemilikan kewenangan atau otoritas lokal
oleh daerah yang bersangkutan. Pada hakekatnya hal ini merupakan pengembalian
hak daerah untuk mengambil inisiatif dan prakarsa kreatif bagi kepentingan masya-
rakat. Dalam hal ini berarti pula secara administratif dan politis, maka daerah harus
dapatsecara terkendali dapat menyelenggarakan kekuasaannya tanpa banyak
campurtangan Pemerintah Pusat. Hal ini penting oleh karena untuk menghindari bias
operasional dari implementasi UU. No. 22/1999 akan muncul baikpada Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bias operasional ini dapat berupaketidakjelasan
atau kerancuan mekanisme dilapangan maupunketumpang tindihan fungsional
kelembagaan. (2) Otonomi daerah harus diimplementasikan dalam kerangka orientasi
agar daerah benar-benar mampu mengambil inisiatif dan prakarsa kreatif menuju
keberfangsungan dan keberhasilan pembzngunan daerah yang pada gilirannya
nanti, inisiatif dan prakarsa kreatif daerah itu akan dilaksanakan sendiri dan
penentuanhasilnya juga akan kembali kepada daerah yang bersangkutan. (3)
Implementasiotonomidaerah harus didukung oleh segenap kemampuan Peme-rintah
Daerah, struktur kelembagaannya danmasyarakat daerah itu sendiri. Kemampuan
tersebutsecara nyata harus memiliki tiga komponen dasar berupa kemampuan
perencanaan, kemampuan pelaksanaan dan ke-mampuan kontrolatau pengawasan.
Sehingga dengan demikian ke tiga demensi ini yang akan dapai menggerakkan roda
pemba-ngunan di daerah secara otonom den ber-orientssi pada kepentingan
masyarakat. (4) PemerintahDaerah harus melakukan penataan restrukturisasi
kelembagaandaerah agar kondusif bagi pelaksanaan otonomi. Karenanya, arah
restrukturisasiharus ditujukan pada penataan kelembagaan sesuai kebutuhan
daerahsetempat seperti dalam membentuk Dinas Daerah atau penyatuan
kelembagaan Kanwil/Kandep kedalam Diras Daerah me-nuju kelembagaan yang
efektifitas dan efi-sien sehingga tidak terjebak pada terjadi-nya keruwetan-keruwetan
birokratispasca perluasan otonomi daerah, (5) Proses restrukturisasi kelembagaan
daerah harus diiringi dengan penyiapan apa-ratur Pemerintah sebagai sumberdaya
manu-siayang benar-benarprofessional dan visioner. Sumber Daya Manusia ini
nantinya harus dapat diatur dan dikelola secara tepat dalam suatu iklim kerja yang
dinamisdan demokratis, baik menyangkut rekruitmen, seleksi dan penempatan
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maupunpengem-bargan karier serta kompossi prestasi. Cengan demikion aparatur
Pemerirtah ini akan dapat menggerakkan lembaga-lembaga daerah melalui ide dan
prakarsa-prakarsakreatif menuju terwujudnya otonomi daerah sebagaimana yang
diharapkan.(6) Untuk dapat tercapainya otonomi daerah sebagaimanayang
diharapkanterse-but, maka yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah
diperiukanadanya persepsi yang sama darisemua pihak, baik para pengambil
keputusan danpelaksana-nya, seria masyarakat luas terutama masya-rakat di daerzh
yang nantinya akan merasa-kan hasilnya melalui pemberdayaan datam kerangka
mcncapai masyaraket madani yong diharopkan bersama akan scgera dapat terwujud.
Karenanya, pada bagian akhir tulisan ini dapat dikemukakan format disain otonomi
Daerah sebagai implkasi dari ketijaksanaan reformasi penyelenggaraan
pemerirtahansebagaimana diatur dalam UU. No. 22/1999 tentang Pemerintah
Dacrah scboagaiberikut ((1)Demokratisasi akan berjalan sccara lebih transparan
penuh keterbukaan dan semakin menumbuhkan peran dan kemam-puan masyarakat
untukmelibatkan dirinya dalam proses pengambilan keputusan dalam
penyelenggaraanpemerintahan dan pemba-ngunan. {2) Kemandirian daerah dalam
menye-lenggarakan urusan rumah tangganya akan semakn terwujud schinggo
mampu meng-hadagi segenap tantangan, hambatan, gangguan dan arcaman yang
akan selalu meng-hadang pada masa-masa mendatang. (3)Terwujudnya efisiensidan
efektivitasdalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dapat
membcerdayokan kemampuan pemerintah dacrah dalom menyclenggarakan urusan
rumah tangga daerahnya. (4) Pelimpahankewenangan kepada Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pe-merintahan akan diberikan secara luas, maskipun masih
dalam bingkai negara kesatuan. Dalam hal ini distribusi kewenangan yang jelas
kcpada Dacrah menjadi hal yang penting dibending jenis urusan itu sendiri. {5)
Pelimpahan kewenangan harus terwujud dengan adanya pendekatan pengam-bilan
keputusanatas sesuatu kegiatan pe-merintahan danpembangunan pada
pemerirtahan Daerah Kabupater dan Kota, terutama dalam proses-proses pemberian
perijinan yang mendorong terwuudnya iklim investasi yang kompetitif. {6) Mendorong
adanyagprivatisasi pe-nyelenggarzan sebagian urusan pemerintah (desentralisasi
pelayanan publik) kepada pihak swasta dan LSM/NGO secara bertahap dengan
secaracermat harus tetap memper-hatikan kondisi dan kemampuan masyarakat.
Dalam hal ini Pemerintah Dacrah tetap bertindok scbagai pengoatur dalom melokukan
desentralisasi pelayanan publik.

S. PENUTUP

Berdasarkan pada uraian yang telahd kemukakan dapat disimpulkan bahwa
Paradigma otonomi daerah menuntut suatu arah kebijakan reformasi
Penyelenggaraan pemerintahan dalamupaya memberiruang pada daerah yang
Memunzkinkan peran serta aktif masyarakat dalam proses-proses keb jakan
pemerirtahandan pembangunan Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan
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